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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu di tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, pada kegiatan Sidang
Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Aula Kantor Kementrian Agama
XXXXXXXXX XXXXXXXX, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tuwed, 26 Januari 1998, agama Islam,
pekerjaan  xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA,
PROVINSI BALI, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Juli 1998, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Banjar Munduk Bayur XxxX XXXXXx
XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXX, sebagai Pemohon Il;
Selanjutnya Pemohon | bersama dengan
Pemohon Il disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
70/Pdt.P/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 21 Nopember 2020 di rumah orang tua Pemohon Il di
Banyuwangi dengan wali nikah adalah Kakek ( Ayah orang tua ayah
Pemohon Il) yang bernama ALI MUKHAROM, disebabkan ayah kandung
Pemohon |l saat itu dalam keadaan sakit (gangguan jiwa), dengan mahar
berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan
seperangkat alat shalat. Yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah
tokoh agama yang bernama Bapak Ahmad dan yang menjadi saksi
pernikahan yaitu kakek Pemohon Il ( Adik ipar kakek Pemohon Il) yang
bernama SUYAT HADI dan Kakek Pemohon Il (Ayah orang tua bapak
Pemohon II) yang bernama FATHURAHIM,;

2. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup bersama layaknya suami dan
istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Agnia Putri Ramadani, perempuan, lahir di Jembrana, 07
September 2021

2.2. Muhamad Agha Rizki Ramadan, laki-laki, lahir di Jembrana, 10
Nopember 2022

2.3. Anisa Nur Rohma, perempuan, lahir di Jembrana, 22 Desember 2023

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan tidak
sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon | berstatus jejaka
dan perawan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu pula Pemohon
I dan Pemohon Il tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karenakan Pemohon | pada saat itu

ada kontrak kerja yang tidak membolehkan untuk berstatus sudah menikah;
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7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan
tersebut untuk mengurus Buku nikah dan administrasi kependudukan serta
Akta Kelahiran anak;

8. Bahwa Pemohon | sehari-hari bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan
penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
perbulan;

9. Bahwa para Pemohon memohon untuk berperkara secara Prodeo sehingga
membebankan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara
tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan Pemohon Il
(PEMOHON 2) pada tanggal 21 Nopember 2020 di Banyuwangi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX;

4. Membebankan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara
tahun anggaran 2024;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan
dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gilang Ramadan dengan
NIK 5101042601980001 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan
oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifatul Maulida Putri
dengan NIK 3510096307980004 tanggal 29 Agustus 2024 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi
kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Tuwed, 20 Oktober 1983, agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di

KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon |l menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 21 November 2020 di Banyuwangi;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Kakek (ayah orang tua ayah
Pemohon Il) yang bernama ALI MUKHAROM, disebabkan ayah kandung
Pemohon Il saat itu dalam keadaan sakit (gangguan jiwa);

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah tokoh

agama bernama AHMAD;
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah SUYAT HADI dan FATHURAHIM;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telahh dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon | dengan Pemohon II dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan
lainnya;

Saksi 2, M. Pairin bin Suparman, tempat dan tanggal lahir Candikusuma,

17 Nopember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX,

tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakek dari Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon || menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 21 November 2020 di Banyuwangi;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Kakek (ayah dari ayah
Pemohon Il) yang bernama ALI MUKHAROM, disebabkan ayah kandung
Pemohon Il saat itu dalam keadaan sakit (gangguan jiwa);

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah tokoh

agama bernama AHMAD;
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah SUYAT HADI dan FATHURRAHIM;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat
alat sholat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tealh dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon | dengan Pemohon Il dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan
lainnya;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon | dengan Pemohon Il dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan
lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak
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ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat
dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka
berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.
Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai
Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah
memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata, dan secara materil menerangkan
bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara,
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai
dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Banyuwangi, pada 21 Nopember 2020, dengan
wali nikah Kakek dari pihak ayah kandung Pemohon Il yang bernama ALI
MUKHAROM, karena Ayah kandung Pemohon Il sedang mengalami gangguan
jiwa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Ahmad,
dengan maskawin berupa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan
seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing
bernama SUYAT HADI dan FATHURAHIM, namun para Pemohon | dengan
para Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan
tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon | dengan para
Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa buku nikah
sebagai alas hukum untuk kepastian hukum dan untuk administrasi
kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan Fathurrahim bin Ashari, keduanya telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal
171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian
saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
21 Nopember 2020 di di Banyuwangi, dengan wali nikah Kakek Pemohon Il
yang bernama ALI MUKHAROM, karena Ayah kandung Pemohon Il sedang
mengalami gangguan jiwa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh
agama yang bernama Ahmad, dengan maskawin berupa Rp.500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama SUYAT HADI dan FATHURAHIM;

— Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus gadis;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

— Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

— Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan keluar dari
agama lIslam;

— Bahwa lItsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon
memperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dijadikan
alas hukum dalam untuk kepastian hukum dan untuk administrasi
kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata
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sebuah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah
menurut hukum lIslam, namun belum tercatat secara administratif di KUA
setempat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari
permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk
membuat Akta Nikah sebagai alas hukum dalam untuk kepastian hukum dan
untuk administrasi kependudukan lainnya, Hakim menilai alasan tersebut dapat
diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Hakim
memandang perlu mengutip pendapat ulama’ (doktrin hukum) yang diadopsi
menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab l‘anatut Thalibin Juz IV halaman 254
berbunyi:

Jae galis Jy sni (eadaypdy dina S33al e oS0 5ol
Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan

syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil’,

Menimbang, bahwa dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298
berbunyi:

SoYls daa gl il gpeall iy e din L gl 13
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Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang
perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum

atas pernikahannya",

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 berbunyi:
IS AL 4Bl ) ) Ji
Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum
tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah
sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai
Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,
serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut
telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah
perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim berpendapat terkait permohonan para Pemohon patut
dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon | dengan para
Pemohon Il yang dilaksanakan pada 21 Nopember 2020 di Banyuwangi adalah
sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka
agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 jo. Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
bagi para pihak yang tidak mampu ditanggung oleh Negara;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Negara, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ngr, tanggal 11 Oktober 2024,
tentang Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat dan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun
2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan Pemohon
Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan secara Islam tanggal 21 Nopember
2020 di Banyuwangi, Jawa Timur.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada DIPA
Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari

Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul

Akhir 1446 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.l. sebagai Hakim

Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1

November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni

Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Penggganti, dengan dihadiri langsung

oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.
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Panitera Pengganti,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses :Rp 0,00
- Panggilan :Rp 0,00
- PNBP :Rp 0,00
- Redaksi :Rp 0,00
- Meterai :Rp 0,00
Jumlah :Rp 0,00

(NIHIL).
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